
 

 

  

 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

RANCANGAN 
PERATURAN BUPATI TEGAL 

 
   NOMOR           TAHUN 2026 

 
TENTANG  

 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI 

PUSKESMAS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TEGAL, 

 
Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap manusia 

yang harus diwujudkan dengan berbagai upaya 
kesehatan, salah satunya dengan memberikan 
pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas; 

b. bahwa kesehatan merupakan investasi berharga bagi 
bangsa dalam mewujudkan Indonesia Sehat, oleh 
karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas sesuai 
standar yang diberikan;   

c. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar di 
Puskesmas sudah tidak relevan dengan kondisi dan 
regulasi tentang Puskesmas; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis 
di Puskesmas. 

 
Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;    

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 



 

 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonaesia 

Tahun 2023 Nomor 105); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 

tentang Penyelenggaraan Puskesmas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 11 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 

Nomor 11); 



 

 

13. Peraturan Bupati Tegal Nomor : 30 Tahun 2024 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 30). 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

GRATIS DI   PUSKESMAS. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tegal. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. 

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tegal. 

7. Pemimpin adalah Kepala Puskesmas. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang 

menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan 

promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah 

kerjanya. 

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau 

serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung 

kepada perseorang€rn atau masyarakat untuk memelihara dan 

meningkatkan dera-jat Kesehatan masyarakat dalam bentuk 

promotif, preventif, kuratif,rehabilitatif, dan/atau paliatif. 

10. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh 

tenaga medis dan atau paramedis kepada semua pasien yang 

berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas 

Pembantu, dan Puskesmas keliling dalam rangka pemeriksaan 

anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per 

oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat 

inap. 

1. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana 



 

 

pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut 

(pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat 

dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan 

kesehatan yang lain. 

2. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh 

BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat 

bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit 

layanan. 

3. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana 

pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka 

observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi 

medis atau pelayanan lainnya. 

4. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan / bahan-

bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter 

umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di Puskesmas 

yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan 

penyakit atau mengurangi / menghilangkan gejala-gejala penyakit. 

5. Konsultasi medis adalah permohonan pemeriksaan spesialistis dan 

pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada dokter lainnya untuk 

kepentingan usaha penyembuhan. 

6. Operasional  adalah penggunaan sarana air,  listrik,  telepon, 

internet,  alat  tulis  kantor,   dan sarana prasarana penunjang 

lainnya. 

7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 

agar peserta  memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 

diberikan kepada setiap orang yang telah  membayar iuran atau 

iurannya dibayar oleh pemerintah. 

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) adalah badan hukum 

publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 

sosial. 

9. BPJS Kesehatan adalah badan hukum untuk menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan. 

10. Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang 

bekerja paling singkat 6  (enam) bulan di Indonesia,  yang telah 

membayar iuran. 

11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah 

bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kemasyarakatan 

kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan 

mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan pembangunan pelayanan desa. 

12. Pelayanan Kesehatan dasar gratis adalah penyelenggaraan pelayanan 

Kesehatan rawat jalan di Puskesmas bagi penduduk yang tidak 

terlindungi oleh program jaminan Kesehatan secara gratis. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 

APBD Adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 



 

 

 

 

 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 
Maksud penyelenggaraan pelayanan kdasar gratis yaitu membebaskan 
biaya pengobatan rawat jalan kepada penduduk yang tidak terlindungi 
oleh program JKN. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar gratis sebagai 
berikut : 
a. terlaksana pelayanan kesehatan yang terkendali dari segi biaya dan 

mutu pelayanan; 
b. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata 

sesuai standar pelayaan kesehatan dan terjangkau seluruh lapisan 
masyarakat; 

 
Pasal 4 

  

(1) Sasaran pelayanan kesehatan dasar gratis adalah  
a. warga Kabupaten Tegal yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan 

yang bekerjasama dengan Puskesmas; 
b. warga Kabupaten Tegal yang terdaftar sebagai peserta JKN 

tetapi statusnya tidak aktif; dan 
c. warga Kabupaten Tegal peserta JKN yang berada di luar FKTP 

tempat peserta terdaftar sesuai ketentuan. 
yang berkunjung di Puskesmas dan jejaringnya.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 
peserta yang mengakses pelayanan rawat jalan di Puskesmas 
kunjungan keempat dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di 
Puskesmas yang sama. 

(3) Bagi warga yang masuk kriteria pasal (1) huruf c, Puskesmas wajib 
melakukan edukasi kepada pasien tersebut untuk periksa sesuai 
dengan FKTP yang sesuai dengan kepesertaan JKN atau pindah 
kepesertaan ke Puskesmas. 
 

Pasal 5 
 

(1) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : 
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Poliklinik 
Kesehatan Desa (PKD), Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), serta 
jejaring lainnya. 

(2) Puskesmas dan jejaringnya dapat memungut retribusi bagi 
masyarakat yang berkunjung menerima layanan kesehatan dan 
memiliki Jaminan Kesehatan bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
dan Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang 
didaftarkan Pemda (PBPU dan BP Pemda) namun tidak terdaftar di 
Puskesmas tersebut atas dasar persetujuan peserta. 

(3) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan jika yang bersangkutan sudah  berkunjung ke 
Puskesmas dan jejaringnya lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu 



 

 

bulan dan sudah diedukasi oleh petugas Puskesmas. 
   

 

BAB III 
JENIS PELAYANAN 

Pasal 6 
Jenis pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jejaringnya meliputi: 
1. Pemeriksaan rawat jalan sesuai siklus hidup; 
2. Pelayanan farmasi; 
3. Pelayanan konsultasi; 
4. Pelayanan tindakan; 
5. Pelayanan laboratorium; 
6. Pelayanan promotiv dan preventif. 
 

BAB IV 
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS 

Pasal 7 
Pelayanan Kesehatan gratis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 
dialokasikan pada APBD dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan. 
 

BAB V 

SYARAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS 
Pasal 8 

(1) Syarat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar gratis Adalah 
menunjukkan identitas diri berupa e-KTP atau kartu keluarga (KK) 
atau Kartu Identitas Anak (KIA). 

(2) Pasien yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tidak akan mendapat pelayanan kesehatan gratis. 

(3)  Pasien yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat menerima pelayanan kesehatan jika sudah 
menyatakan bersedia dipungut retribusi sesuai peraturan yang 
berlaku. 

(4) Pernyataan kesediaan dipungut retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dituangkan dalam format Informed Concent. 

 
BAB VI 

PROSEDUR PELAYANAN 
Pasal 9 

(5) Pasien yang pertama kali berkunjung ke Puskesmas dan jejaringnya 
wajib menunjukkan elektronik-Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau e-
KTP atau menunjukkan Identitas Kependudukan Digital (IKD); 

(6) Bagi pasien yang tidak membawa e-KTP atau IKD harus 
menunjukkan bukti sebagai warga Kabupaten Tegal resmi dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

(7) Petugas pendaftaran akan mengentry NIK pasien ke Sistem Informasi 
Puskesmas untuk memastikan status kepemilikan jaminan 
kesehatan. 

(8) Bagi pasien yang tidak dapat menunjukkan identitas sebagaimana 
dimaksud ayat (1) akan dikenakan retribusi sesuai peraturan yang 
berlaku. 

 
BAB VII 

VERIFIKASI PERMOHONAN PEMBAYARAN 
Pasal 10 



 

 

Verifikasi pembayaran klaim dilakukan oleh verifikator yang ditetapkan 

Kepala Dinas Kesehatan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Verifikator memastikan jumlah kunjungan dan tindakan yang 

diajukan oleh Puskesmas sesuai ketentuan; 

b. Verifikator menghitung jumlah biaya kesehatan sesuai hasil 

perhitungan ayat (2) huruf a; 

c. Verifikator membuat dan menandatangai berita acara verifikasi 

sebagai bukti keabsahan berkas ajuan klaim dari Puskesmas. 

 
BAB VIII 

PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI DAN 
PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS 

Pasal 11 
(1) Prosedur pelayanan klaim atas pelayanan Kesehatan dasar gratis 

di Puskesmas, sebagai berikut : 
a. Puskesmas mengirimkan hasil verifikasi rekapitulasi bulanan 

kunjungan pasien kepada verifikator di bidang pelayanan 
kesehatan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya; 

b. Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas 
pelayanankesehatan gratis kepada Kepala Dinas Kesehatan 
melalui bidang pelayanan kesehatan paling lambat tanggal 25 
(dua puluh lima) bulan berikutnya, dengan melampirkan 
berkas administrasi yang diperlukan; 

c. berkas administrasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a sebagai berikut : 

1. surat permohonan klaim; 
2. rekapitulasi kunjungan pasien; 
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan  
4. kuitansi penerima Puskesmas ditandatangani oleh 

bendahara penerima mengetahui kepala Puskesmas dan 
pejabat pengelola kegiatan. 

d. berkas pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan 
dikembalikan ke Puskesmas paling lambat 10 (sepuluh) hari 
kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh bidang 
pelayanan Kesehatan; 

e. Puskesmas paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan Kembali 
permohonan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya 
sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas 
Kesehatan melalui bidang pelayanan kesehatan; 

f. pengajuan berkas melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada 
huruf c, dapat diajukan paling lama 2 (dua) bulan berikutnya 

dan apabila melebihi batas waktu yang ditentukan dinyatakan 
kadaluarsa; 

g. kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberlakukan 
pada pengajuan berkas pembayaran pelayanan bulan Januari 
sampai Oktober; 

h. pengajuan pembayaran pelayanan bulan November paling 
lambat diajukan pada tanggal 15 Desember;  

i. pengajuan pembayaran kadaluarsa tidak berlaku jika 
ketersediaan pagu anggaran oleh pemerintah Daerah tidak 
mencukupi sesuai estimasi kebutuhan. 

(2) Format surat permohonan klaim pasien, rekapitulasi pasien, surat 
pernyataan tanggung jawab mutlak, dan kuitansi penerima 
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 



 

 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

Bidang pelayanan kesehatan melakukan verifikasi pembayaran dan 
berdasarkan hasil verifikasi tersebut Kepala Dinas Kesehatan menyetujui 
pembayaran. 

 
Pasal 13 

(1) Pembayaran biaya pelayanan Kesehatan gratis di Puskesmas 
dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bendaara pengeluaran pada Dinas Kesehatan membayar biaya 
pelayanan Kesehatan ratis berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11. 

 
Pasal 14  

Puskesmas mempertanggungjawabkan penerimaan pembayaran belanja 
jasa pelayanan Kesehatan gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 15 

(1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan 
jejaringnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD); 

(2) Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas 
dan jejaringnya menggunakan system pembiayaan fee for 
service/system klaim. 

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
pemeriksaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 

 
 

 
 

 

 
BAB VIII 

PEMANFAATAN DANA 
Pasal 16 

(1) Dana pelayanan Kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan 
jejaringnya dapat dimanfaatkan untuk operasional pelayanan di 
Puskesmas dan jasa atas pelayanan kesehatan dasar yang 

dibebaskan retribusinya. 
(2) Proporsi pembagian biaya pelayanan kesehatan dasar gratis di 

Puskesmas dan jejaringnya sebagai berikut : 
a. Biaya operasional sebesar 40%; dan 
b. Biaya jasa pelayanan sebesar 60%. 

(3) Besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
point b ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas. 

 

 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

(∑(kunjungan pasien umum x retribusi rawat jalan) + (jumlah 
tindakan umum/Tindakan gigi/pemeriksaan laboratorium) x 
retribusi)  



 

 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka : 

1. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas 

Kabupaten Tegal; 

2. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas 

Kabupaten Tegal. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ... 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tegal. 
 

       Ditetapkan di Slawi 
       pada tanggal                                      

 
BUPATI TEGAL, 

 

 
            

 
 

ISCHAK MAULANA ROHMAN 
Diundangkan di Slawi 
pada tanggal   
 
   SEKRETARIS DAERAH, 
 
 
 
 
 
    AMIR MAHMUD 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR .. 


